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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Berusaha 

secara Elektronik Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Utara dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Birokrasi  

Implementasi Kebijakan Online Single Submission di Kabupaten Timor Tengah 

Utara pada fokus birokrasi kurang maksimal.Sasaran dari kebijakan ini tidak 

terpenuhi dan masih banyak masyarakat yang tidak dapat menerima kebijakan 

ini hal ini disebabkan karena terbatasnya peranan dari pihak birokrasi dalam 

implementasi kebijakan Online Single Submission. 

2. Sumber Daya 

Implementasi Kebijakan Online Single Submissionpada fokus sumber daya 

belum bisa dikatakan maksimal karena tidak adanya personel dengan 

kemampuan khusus dan fasilitas memadai untuk menunjang pelaksanaan 

kebijakan OSS di Kabupaten TTU sehingga program ini bisa berjalan efektif.  

3. Sikap Pelaksana 

Implementasi suatu kebijakan dapat berhasil secara efektif dan efisien apabila 

pelaksananya mampu dan mau untuk melaksanakan kebijakan tersebut namun 

pada kenyataan para pelaksana mau melaksanakan kebijakan ini namun karena 
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terbatasnya peran yang dimiliki serta minimnya pengetahuan mengenai 

kebijakan ini untuk membantu menyelesaikan kendala yang dihadapi 

masyarakat. 

4. Komunikasi 

Walaupun sudah mulai banyak yang menggunakan kebijakan ini namun tetap 

masih ada yang  menggunakan cara manual dalam pembuatan surat izin  

berusaha hal ini disebabkan karena bentuk komunikasi yang kurang jelas dan 

konsisten oleh pelaksana sehingga belum sepenuhnya diterima dengan baik oleh 

masyarakat. 

5. Lingkungan Kebijakan 

Mengacu pada fokus lingkungan kebijakan, kondisi ekonomi dan sosial 

masyarakat yang tidak sepenuhnya memadai menyebabkan masyarakat sulit 

menerima kebijakan ini, dukungan publik belum sepenuhnya diberikan untuk 

kebijakan ini, serta tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan 

implementor belum maksimal untuk menunjang implementasi kebijakan Online 

Single Submission.  

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah saya simpulkan di atas, maka penulis 

menyarankan : 

1. Kepada Lembaga OSS, untuk memberikan lebih luas  ruang gerak atau 

peran bagi Dinas PMPTSP di daerah sehingga pihak birokrasi di daerah bisa 
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terpacu untuk berperan aktif dalam pelaksanaan OSS di daerah masing-

masing. 

2. Kepada Lembaga OSS, agar menyediakan tim dengan kemampuan khusus di 

setiap daerah serta fasilitas yang memadai untuk menunjang pelaksanaan 

OSS. 

3. Kepada Lembaga agar memberikan pelatihan khusus kepada implementor 

mengenai kebijakan OSS serta menyediakan pendanaan untuk kegiatan OSS. 

4. Kepada pihak Dinas PMPTSP agar menambah metode komunikasi kepada 

masyarakat dengan cara membuat brosur, spanduk, atau dengan sosialisasi 

door to door serta membuat pelatihan kepada masyarakat berkaitan dengan 

pembuatan surat izin berusaha secara Online Single Submission.  

5. Kepada pihak Dinas PMPTSP agar menyediakan data Indeks Kepuasan 

Masyarakat untuk menambah dukungan publik terhadap kebijakan OSS.  

6. Kepada masyarakat agar tidak acuh dan  mau membuka diri menerima 

kebijakan ini dengan belajar atau mencari informasi mengenai kebijakan ini 

untuk dapat dipahami dan diterapkan dalam proses pembuatan surat izin 

berusaha secara online.   
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